


Par.al 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berli:ku, semua ketentuan dalam Peraturan
Daerah yang berkaitan dengan anak c-inyatakan tetap berlaku eepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalanr Peraturan Daerah ini.

B^p.B X\,'
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku ptda tanggal diundangkan.

fuar setiap orang mengetahuinya, meme..intahkan pengundangan Perafuran
Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkarr di Rembang
pada tanggal

PIt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

H.ABDULHAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN F:EMBANG

HAMZAH FATOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR
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PENJELITSAN ATAS

PERATURAN DAERAII TABUPATEN REMBANG

NCMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Kekerasan, eksploitasi dan perelantaran serta Perlakuan salah kepada
anak dapat terjadi di ranah publik maupun rumah tan gga dan dapat terjadi
pada situasi damai maupun konflil<, tindakan tersebut merupakan
tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan
hak anak. Perlunya penyeleng,,,araan perlindungam anak dilandasi
pemikiran bahwa masa artak adalah m:rsa pembelajaran dan pembentukan
menuju kematangan atau pencapaian sta:us dewasa, dan bahwa setiap
pengalaman dan perlakuan yan'! terjadi akan mempengaruhi proses
tersebut.

Oleh karena itu, untuk melir, dungi kualitas proses tersebut, maka
empat prinsip pemandu sebagair rana dinyatakan dalam Konvensi Hak
Anak harus menjadi bagran dali setiap upaya penyelenggar aan
Perlindungan Anak dan perlu ditur.ngka:r secara jelas arti tiap prinsip dan
kaitan antara tiap prinsip dengan isu hak anal< lainnya sesuai logika
konvensi.
l. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak.

Bahwa di dalam setiap keputusErn yarrg diambil atau perlakuan atau
tindakan 1'ang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya
adalah demi kepentingan ter5aik untuk anak. Ini berlaku dalam
pembuatan kebijakan pemerintah ( langkaL-langkah legislasi,
administrative atau program ), dan pertu mendapat perhatian khusus
dalam setiap keputusan yang bercamp.rk paCa pemisahan anak dari
pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan
kewajiban membantu kelu,rrga yang tidak malnpu dalam
mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan
peradilan anak, atau dalam pen rnganan pengungsi anak.

2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, T\rmbuh-kembang, dan Kelangsungan
Hidup Anak

Bahwa di dalam setiap keput usan yang diambil atau perlakuan atau
tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakar bagian dari atau
melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin
menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembaog anak secara
penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bah*a hal yang
diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatlra' terganggunya
atau terhalanginya perkembangan seluruh aspek atau saurr Jatu asplt
tumbuh-kembang anak.

3. Prinsip Non-diskriminatif
Bahwa setiap keputusan yang diamb atau perlaku.rn atau tindakan

yang ditujukan kepada anak d.itetapkan atau dijalankarr tanpa adanya
pertimbangan diskriminatif karerra tatar belakang jenis kelamin anak;
kecacatan atau perbedaan kondisi friik dan mental anak; agama,
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etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, . atau
pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga
perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dtm stignatisasi yang
berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi
khusus seperLi korban kekerasan, eksploitasi sel: i.ual, berkonflik dengan
hukum, terinfeksi HIV/AIDs, rtll.

Bahwa upaya khusus perlu dilaku kan untuk memastika'n anak-anak
yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban
masalah perlindungan anak di atas tetap menriliki kesempatan yang
sama untuk mengakses pemenuhan t.ak-hal,rnya.

4. Prinsip Menghargai Pendapat Anak
Bahwa di dalam setiap keputusan yang diamtril atau perlakuan atau

tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai
dengan pertimbangern atas paadangan atau penCapat yalg disampaikan
oleh anak sesuai deirgan tingkst kematangan usianya.

Anak adalah aktor penting dalam pcnyerenggaraan perlindungan
anak, sehingga perlu dikernbcurgkan upaya untuk membangun faktor
pelindung pada diri anak, sehingga m:rnlpu mencegah atau
rnenghindarkannya dari situasi pelanggaran terhaCap hak-haknya.

Pemerintah Daerah bertanggungia.vab untuk mengambil kebijakan secara
hukum, pclitik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan,
mengurangi dan menghapuskan segala bentr.rk Kekerasan, eksplcitai,
penelantaran dan perlakuan salah kepada anak. Untuk mewujudkan
pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manrrsia, pcmerintah daerah
wajib memberikan perlindungan Can rasa aman kepada anak meialui
kebijakan ditingkat daerah.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin
terselenggaranya upaya-upaya yang efektif secara sistematis, terntegrasi, dan
berkesinambungan yang dibutuhlran untuk membangun kemampuan
lembaga-lembaga pemeiintah dan mar;yarakat kabupaten Rembang dalam:
1. Kekerasan, eksploitasi dan perla-k uan salah serta penelantaran terhadap

anak;
2. mengenali situasi berisiko dan rnelakulcan intervensi dini terhadap

kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan
salah dan penelantaran terhadap anak; darr

3. merespon secara tepat dan cepat terhadap masalah perlindungan anak
yang muncul, termasuk dalam pr:nyelenggaraan layanan pemulihan fisik
darr psikologis serta reintegrasi sosial di dala.m l^ngkungan yang
mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat anak.

Upaya penyelenggaraan perlindung;an anak di kabupaten.Rerr.bang meliputi
hal-hal yang bersifat pencegahan, rleteksi dan intervensi dini, penangErnan
dan tindakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan
dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan
salah, termasuk di dalamnya mencegah atau me:rindak pihak-pihak yang
mengganggu atau menghalangi anak dalam menciapatkan atau menikmati
hak-hak asasinya yang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2
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Huruf a
Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" ada.lah perlindungan
anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, jenir; kelamin, etnis, budaya dan bahasa,
status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b
Yang dimaksud dengar: 'kepentingan terbaik bagi korban"
adalah semua tindakan yang menyangkuc korban yang
dilakukan oleh pemerintah, nrasyarakat, bad.m legislatif dan
badan yudikatif, maka kepentingan terbaik ba.gi korban harus
menjadi pertimbangan utama.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan hak-hak anak"
adalah perlakuan adil yang diberikan kepada an ak perempuan
maupun laki-laki.

Huruf d
Yang dimaksud "perlindurgan korban' adalah rnemberikan rasa
aman pada korban yang dilakukan oleh piirak keluarga,
advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejal<saan, pengadilan a.tau
pihak lainnya baik secara sementara maupur berdasarkan
penetapan pengadilan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "kelangsungar. hidup anak' adal,ah
sebagaimana tercantum dalam prinsip-f,rinsip Konvensi Hak
Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas berm ain, hak atas
berkreasi dan berekreasi.

Huruf f
Yang dimaksud dengan 'kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang anak" adalah hak yang melekat pada kehidupan anak
untuk mendapatkan st andar kesehatan, pendidikan dan hak
pada standar kehidupan yang iayak untuk perkembangan fisik
anak, mental, spiritual, moral dan sosial.

Huruf g
Yang dimaksud derrgan "penghargaan terhadap pendapat atrak"
adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan
menyatakan oendapatrrya dalarn pengambilan keputusarr
terutama jika merr5 angkut hal-hal yang mempengar.uhi
kehidupannya.

Huruf h
Yang dimaksud dengarr "keterbukaan' adalah bahwa da_lam
penyelenggaraan perlind'rnga-r anak bersifat transparan diantara
parr penyelenggara laya: ran terpadu.

Huruf i
Yang dimaksud dengar. "keterpaduan" adalah bahwa dalam
penyelenggaraan perlii-rdunga:r arlak dilaksanakan der.gan
membangun koordinasi an uar peayedia layanan, antara lajn
pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohanianran,
pekeg'a sosial, polisi.

Huruf j
Yang dimaksud dengan 'inklusil" adalah bahwa ruang
partisipasi dalam upaya perlindungan kepada l<orban terbuka
bagi semua pihak yang roemiliki kepedulian kepada anak.

Huruf k
Yang dimaksud dengan "tidali menyalahkan korban" adalah
sikap dan perlakuan tictal< menyalahkan korba:r atas peristiwa
te{adinya kekerasan yang dialaiilinya.
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Huruf I
Yang airnak"rd'kerahasiaan korban' adalah setiap tindakan
yang dilakukan untuk meniamin korban dalan Londisi etlan
dari ancanan atau tindtkan lainnya yang Eengatrqam jiwa dan
psikologis korban.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasat 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf b

Yang dimqksud dengan "Medicolegal, adalah upaya
pengumpulan bukti mcdie untuk kepentingau pembuktian
dalam proeses peradilan..

Huruf c
Rehabilitasi sosial bagi korban dilakukan oleh dinas instansi
yang membidangi permasalahan sosial.

Pasal 9
Cukup jelas

Pa.sal 10
Cukup Jelas

Pasal ll
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPA'IEN REMBANG NOIUOR
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BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR T/.HUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

c.

Mengingat : 1.

b.

BUPAT; REMBANG,

bahwa Kabupaten Rembang memili ki potensi :eninggalan
benda-benda bersejarah beru pa cagar budaya yang harus
dijaga <ian dipelihara secara berkeadilan dan
berkelanjutan;

bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Perrrerintah
Daerah bertanggung;awab beserta masyarakat untuk
bersama-sama scsuai dengan tugas pokok dan fungl;i
masing-masing dalam rar.gka pelindungan,
penge'nbangan dan pemanfaatan cagar budaya;

bahwa berdasarkarr pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam h-uruf a, <ian huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan l)aerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propfu rsi Jawa Tengah;

Undang - Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ,Tambahan lembaran
Negara Republik brdonesia l{omor 4301);

Undang-Undang llomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 l);

Undang-Undang Nomor 26 lahun 2002 tentang penataan
Ruang (l.embaran Nega ra Tahun 2OO7 Nomor (i8,
Tambahan Lemba:'an Negara. Nomor 4725;

Undar,g-Undang Nomor 10 Tahun 2OOg tentang
Kepariwisataan I embaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2009 Nonror 11, Tambahan Leinbaran Negara
Republik Indonesi e Nomoq 4966 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia -Tahun 200b

2.

3.

4.

5.

6.



7.

8.

9.

10.

Nomor 740, Tambahan Lembaran Negira Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 8)ntang Cagar
Budaya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun'
2010 Nomor l30,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Ncmor 5168 );

Undang - Undang Nornor 12 Tahun 2011 teiltang
Pembentukan Peraturan Perundzmg-rrndangan
(Lembaran Negara Reprrblik Inconesia Tahun 20ll
Nomor 82 ,Tamt,ahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5:234 l;

Undang-Undang l,lomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negari Republik
Indonesia Tahun ?014 Nomor 244, Tambaharr Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 30 Ta-hun 2Ol4 tentang
Administrersi Pemerintahgn (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, lambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

I 1. Peraturan Daerah Kabuprrten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerint.ahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang
(l,embaran Daerah Kat upaten Rembang Notnor 2,
Tambahan lembarau Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 81);

Peratu ran Da.erah Kabupten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang O;'ganisasi dan Tata Ke ja Perangkat
Daerah Kabupa,en Rembang (L,embaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan
lembaran Daer:rh Kabupaten Rembang Nomor
9O)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembtng Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan atas l:eraturan Daerah Kabupten Rembang
Nomor 12 Tahun 1:008 tentang Organisasi dan Tata Keda
Perangkat Daerah Ka.bupaten Rembang (l.embaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang lrlomor 14 Tahun
2oll tentang Rer,cana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Rembang(kmbaran Dae.'ah Kabupaten Rembang Nonror
14, Tambahan I^.mbaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 114 );

12.

13.

Dengan Persetrj uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAI'RAIi KABUPATEN REMBANG

DI.N

BUPATI REMBANG

MEMUT.-TSIGN:



Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA KABUPATEN R}IMBAIIG

BAB I

KETENTUI\N UMUM

Pasr.l 1

Dalam Peraturan Daerat ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabripaten Rembang.

2. Bupati adalah Bupari Rembang.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembelg.

4. Setiap orang adala h perseorangan, kelo:npok orang,
masyarakat, badan usaha berbadan hukunr, dan/atau
badan usaha bukan berbadan hukum.

5. Zonasi adalah penentuan batas-batas kr:ruangan situs
cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan
kebutuhan.

6. Zona Intj adalah area pelindungari utama untuk menjaga
bagran terpenting Cagar Budaya.

7.

8.

9.

10.

Z-ona Penyangga r.dahh a:.'ea l/ang melindungi zona inti.

Tana Pengembangan adalah area yang dipenrntukan bagr
pengembangan potensi Cagar Bulaya bagi kepentinga n
rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap
budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan
kepariwisataan.

Zona Penunjang adalah area yang drperunt-ukan bagi
sarana dan prasarana penunjang serta untt k kegiatan
komersial dan rekreasi umum.

Cagar Budaya adalah vrarisan budaya bersifat kebendaan
berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budala, dan Kawasan
Cagar Budaya di darat dan/atarr di air yang perlu
dilestarikan keberadaalnya karena mereiliki nilai penting
bagi sejarah, ilmrr pengetahuan, pcndidikan, agama,
dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Buda5 a adalah hend.r alam dan/atau benda
buatan manusr'a, beik bergerak maupun tidak bergerak,
berupa kesa.tuan atau kelompok, atau bag:tan-bagtannrra,
atau sisa-sisanya J ang .ner:iliki hubungan erat dengan
kebudayaan dan sej rrah perkembangan manlrsia.

Bangunan Cagar E'udaya adalah susunan binaan yang
terbuat dari bende_ ala:n 'atau benda buatan manusia
untuk memenuhi kebutuhan ruarrg berdinding dan/atau
tidak berdinding, dan beratap.

11.

t2.



Struktur Cagar Budaya adalaL sLs,unan binaan yang terbuat dari benda
alam dan/atau benda buatan m'rnusia untuk merr.enuhi kebutuhan
ruang kegiatan yang menyatu dengan alarn, sarana, dan prasarana untuk
menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar B.rdaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air
yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau
bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dtra
Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau
memperlihatkan ciri tata ruarrg yang khas.

16. Kepemilikan adalah hak terkuat rlan ter-oenuh terhadap Cagar Budaya
dengan tetap memperhatikan ftrngsi sosial dan kewajiban untrrk
melestarikannya.

13.

t4.

15.

23.

24.

t7. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pernilik kepada
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola
Cagar Budaya dengan tetap memp,erhatikan fungsi sosial dan kewajiban
untuk melestarikannya.

Dikuasai oleh Negara adalah keri,enangan tertinggi yang dimiliki oleh
negara dalam menyelenggarakiur pengaturan perbuatan hukum
berkenaan dengan pelestarian Cagzr Budaya.

Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau
kepada Negara.

Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau buk;rn uang dari
Pemerintah dan/atau Pemerintah')aerah.

Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain
bersifat non dana untuk mendororg pelestarian Cagar Budaya dari
Pemerintah dan/atau Pemerintah Drrerah.

Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai
bidang ilmu yang memiliki sertilikat kompetensi untuk memberikan
rekomendasi penetapan, pemeringkatan Cagar Budaya yartg diangkat dan
ditetapkan oleh Bupati.

Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yEmg karena kompetensi keahlian
khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan,
Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya yang tliangl:at dan
ditetapkan oleh Bupati.

Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung
jawab dalam pengelolaan koleksi inuseum yang diangkat dan ditetapkan
oleh BupaLi.

Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bang.rnan, struktur, lokasi,
dan/atau satuan ruang geografi$ untuk d[usulkan set'agai Cagar Budaya
kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimar;ukkan dalan Register
Cagar Budaya Kabupaten.

18.

19.

20.

2t.

22.

25.



26. Penetapan adalah pemberian statrrs Cagar Budaya terhadap benda,
bangunan, struktur, lokasi, dan kaw esan yang dilakukan cleh I emerintah
D eerah berdasarkan rekomendasi Tirn Ahli Cagar Budaya.

Cagar Budaya Kabupaten adalah Cregar Budaya peringkat kabupaten yang
ditetapkan oleh Bupati.

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengerlbangkan,
dan memanfaatkan Cagar Burdaya melalui kebij akan pengaturan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan unt.uk sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat.

Pelestarian adalah upaya dinamis untrrk mempert.ahankan :<eberadaan
Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan,
dan memanfaatkannya.

Pelindungan adalah upaya mencegah dan mcnanggula.tgi dari-kerr"rsakan,
kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan,
Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Penyelamatan adalah upaya merlghindarkan dan /atau menanggulatrgi
Cagar Budaya dari kertrsaka-n, kenancuran, atau kemusnahan.

Pengamanan adalah upaya n-'enjaga oan mencegah Cagar Budaya dari
ancaman dan / atau gangguan.

Pemeliharaan adalah uoaya menlaga dan merawat agar kondisi fisik
Cagar Budaya tetap lestari.

Pemugaran adalah upaya peng(,mbalian kondisi fisik Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang
rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik
pengerjaan untuk memperpanjang u sianya.

Pengembangan adalah peningkata r potensi nilai, informasi, dan promosi
Cagar Budaya serta pemanli.atan,rya nelalui penelitian, revitalisasi, dan
adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan
pelestarian.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukal menurut kaidah dan
metode yang sistematis untuk :,-nemperoleh informasi, data, dan
keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu
pengetahuan, dan pengembanga n l<ebuda5'aan.

Revitalisasi ada-lah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk
me--rumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar tsudaya dengan
penyesuaian fungsi ruang baru y.tng tidak bertentangan de.rgan prinsip
pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Adaptasi adalah upaya pengembarga.r Cagar Budaya untuk kegiatan yang
Iebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan
terbatas yang tidak akan mengal:ibatkan kemerosotan nilai pentingnya
atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Pemanfaatan adalah pendayagrrnaarr Cagar Budaya untul( kepentirlgan
sebesar-besarnya kesejahteraal,'algzat dengan tetap mempertahankan
kelestariannya.

Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi tangsung terhadap Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik
^^1,,-,,L 1-^;^- L^.-:----.^
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BAI} II

ASAS, TUJUAN. DAN LINGKUP

Pa sal 2

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan memberikan pedoman pengelclaan cagar
budaya di Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah meliputi Pelindungan, Pengembangan dan
Pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupa.ten Rembang.

BAB III

PELINDUNGAN

Pasal 4

(1)Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab ur"rtuk melakukan upa5.a
pelind ungan.

(2) Upaya pelindungan terhadap cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (l)
apabila memenuhi kriteria:
a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih,
b. n.ewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) Lahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, :endidikan,

agama dan/atau kebudayaan;
d. memiliki nilai budaya bagi pengua':an kepribadian bangsa.

(3) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab scbagaimana dimaksud ayat
(1) pasai ini dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk.

(4) Wewenang dan tanggung jawab seba.gaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
a. penyelamatan, yaitu mencegah kerusakan karena faktor manusia

dan/atau alam yang dapat meru bah nilai - nilai keaslian; dan mencegah
pemindahan serta beralihnya pe nilikan dan etau penguasaan cagar
budaya;

b. pengamanan, yaitu untuk menjaga dart ineucegah cagar budaya agar
tida.k hilang atau musnah;

c. penyelamatan dan pengamanan cagar budaya meruqakan kewajiban
pemilik dan/atau yang rdeguasain' a;

BAE, IV

PENGEM-BAI,IGAN

Pasal 5

(1) Bupati memilil:i wewenang untuk rnelakukan upaya pengembangan cagar
budaya.

(2) Pelaksanaan wewenang yang sebagaimana rlimaksud ayat (r) diraksana-kan
oleh dinas yang ditunjuk :

(3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana <iimaksud ayat (2) meliputi:



a. pengembErngan cagar budaya dilakukan dengan memperhatrkan prinsip
pemanfaatn, keterawatan, keaslian, dam nilai - nilai yang melekat
padanya;

b. pengembangan cagar budaya dilakukan dengan rj,n pemerintah daerah
dan atau yang menguasai caga: budaya;

c. pengembangan cagar budaya drarahkan untuk memacu pengembangan
ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar oudaya dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat;

BAB V

PEMANFAA")\\

Pasal 6

(1) Bupati memiliki wewenang untuk inelakukan upaya pema:rfaatan cagar
budaya.

(2) Pelaksanaan wewenang yang sebag€ imana dimaksud ay.rt (1) dilaksanakan
oleh dinas yang ditunjuk.

(3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
a. pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agarna,

sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
b. pemanfaatn yang dapat menyebabkan teladinya kerusakan wajib

didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau ana-lisis mengenai dampak
lingkungan (amdal);

c. pemanfaatan cagar budaya sebagrtimana di'naksud pada ayat (3) poin (a)
harus seijin Pemerintah Daerah;

d. cagar budaya yang tidak lagi dinunfaatkan hgarus dikembalikan
sebagaimana semula sebelum dr.rranraatkan dengan biaya dibebankan
kepada yang memanfaatkan cagar budayzr;

BAI.VI

TIM AHLI CAGAR BT.'DAYA

Pasal 7

(1) Bupati mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengangkat dan
menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya

(2) Tim Ahli Cagar Budaya bertanggun g jawab memberikan rekotnendasi dan
saran sebagai dasar penetapan statts cagar budaya yang.Cikeluarkan oleh
Bupati.

BAE, VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1) Masyarakat dapat ,ikut berperan oala.m pelindungan pengembangan dan
pemanfaatan cagar budaya.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
dalam bentuk
a. masyarakat dapat berperan serta melal<ukan pelindungan,

pengembangan dan pemanfaatan cagai budd.ya;
b. masyarakat berhak melakukan penyelarnatan cagar budaya yang dimiliki

^+^r! t,^6^ lill! r^d-;-t,-.



c. masyarakat dapat memiliki dan/acau menguasai benda cagar budaya,
bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar
budaya dengan tetap memperhatil-an fungsi sosialnya sepz.njang tidak
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

d. kepemilikan cagar budaya dapat diperoleh melalui pewa isan, hibah,
tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan .rtau penetapan
pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh llegara;

e. penyelamatan yang dapat dilakukan masyarakat yaitu mencegah
kerusakan karena faktor manusia dan/ atau alam yang daoat merubah
nilai-nilai keaslian, dan mencegah pemindahan serta beralihnya
pemilikan dan penguasaau cagar budaya kepada pihak asing.

BAn t411

PEMBIAYAAN

Pasa] 9

(l) Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Fembang bertanggung
jawab atas pembiayaan pengelolaan Cagar B,rdaya di Kabupaten Rembang.

(2) Pembiayaan pengelolaan cagar budaya berasal dari:
a. APBN;
b. APBD Kabupaten Rembang;
c Sumber lain yang sah dan sifatnya tidak mer,gikat sesuai dengan

perundang - undangan;

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa. 10

(1) Pengendalian dan pengawasar atas pelaksanaan peraturan
dilakr-rkan oieh Bupati yang pelaks,maannya dilakukan oleh
ditunjuk berkoordinasi dengan instar rsi terxait.

(2) Masyarakat ikut berperan serta d alam pengendalian dan
pengelolaan cagar budaya di Kabupaien Rembang.

BAI} X

KETENTU/,N PIDANA

BAB XI

PEI\rYI))lKAiV

Pasa I l2

Pasa I 11

Barang siapa yang tanpa izin meagztlihkan kepemilikan, tidak melaporkan
temuan, tanpa izin melakukan pen:arian, mencegah menghalang-halarrgi
dan/atau menggagalkan upaya ;--relerjtarian, merusak, - m.rr.u.i dsrr
menadah hasil pencurian, mengub.rh fungsi ruang situs cagar budaya
dikenakan pidana dan/atau dendir sesuai dengan ketentu; undang-
undang yang berlaku.

Daerah ini
Dinas yang

pengawasan



Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindakan pidana sehagaimana dimaksud atas Peraturan
Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS)
dilingkungan Kabupaten Rembang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIi

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur
tentang Cagar Budaya masih tetap berlaku sepanjang ticlak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasa] 15

Peraturan derah ini mulai berlaku pada tangga- diundangkan
Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lenbaran Daerah Kabr-rpaten Rembaug.

Ditetapkan di Rernbang
pada tanggal 2Ol4

PIT.BUPATI RE}/,BANG

Diundangkan di Rembang 
H'A=,DUL HAFID,

pada tanggal 2Ol4

SEI(RETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR
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